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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOASIO 

Memeriksa  dan mengadili  perkara  perdata  agama pada  tingkat  pertama,  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 04 Juni 1959, agama Islam,

pekerjaan Pedagang Tahu, pendidikan SD, tempat

kediaman  di  RT  002  RW  001,  Kelurahan

Indonesiana,  Kecamatan  Tidore,  Kota  Tidore

Kepulauan,  Provinsi  Maluku  Utara,  sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 08 Juli 1978, agama

Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  pendidikan

S1, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, RT

003 RW 001,  Desa Jajag,  Kecamatan Gambiran,

Kabupaten  Banyuwangi,  Provinsi  Jawa  Timur,

sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4

Januari  2024 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Soasio pada

tanggal  5 Januari 2024 dengan register perkara Nomor  XXX/Pdt.G/2024/PA.SS,

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Bahwa  pada  tanggal  06  Februari  2023,  Pemohon  dan  Termohon  telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi,

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 06

Februari 2023;  

2. Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  bersama  di

rumah kediaman bersama selama 3 Bulan dan belum di karuniai anak;  

3. Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

mula tidak harmonis;

4. Bahwa  sejak  pada  Bulan  Maret  2023  hubungan  antara  Pemohon  dan

Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran

yang di sebabkan oleh Pemohon tidak suka dengan pekerjaan dan perilaku

Termohon;

5. Bahwa sejak April 2023 Termohon pergi meninggalka

Pemohon, Termohon pergi ke ke rumah orang tua untuk melakukan operasi

kista; 

6. Bahwa Pada Bulan Mei 2023 Pemohon sempat pulang kembali kerumah

kediaman bersama dan kemudian kembali meninggalkan Pemohon; 

7. Bahwa Termohon pergi dengan ijin dari Pemohon; 

8. Bahwa  kepergian  Termohon  sampai  saat  ini  sudah  8  Bulan.  Selama

kepergian  tersebut  Termohon  tidak  pernah  kembali  dan  menghubungi

Pemohon; 

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak

berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon

sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah

tangga; 

10. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon     

              mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soa Sio kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini; 
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11. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Soasio cq.  Majelis  Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;  

2. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan

sidang Pengadilan Agama Soasio setelah putusan ini berkekuatan hukum

tetap;  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;        

                                                    

 Subsider:

Jika  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-adilnya  (ex

aequo et bono); 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  datang  menghadap  di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa tidak  datangnya  Termohon  disebabkan

oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak

bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

pemohonannyauntuk bercerai dengan Termohon; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  pemohonan  Pemohon  yang

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  telah  mengajukan

bukti-bukti berupa:
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1. Bukti Surat.

Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor:

XXXX,  tertanggal  06  Februari  2023  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Gambiran, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dinazegelen, tanda bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,  (identitas lengkap sebagaimana berita  acara sidang),  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah Tetangga saksi

- Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon

- Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon tidak lagi hidup bersama

Termohon

- Sudah sekitar 8 bulan Termohon tidak terlihat sehari-hari

- Termohon  orang  Banyuwangi  dan  menurut  pengakuan  Pemohon,

Termohon pulang ke rumah orang tuanya 

Saksi  2,  (identitas  lengkap  sebagaimana  berita  acara  sidang),  di  bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah Tetangga saksi

- Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon

- Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon tidak lagi hidup bersama

Termohon

- Sudah sekitar 8 bulan Termohon tidak terlihat sehari-hari

- Termohon  orang  Banyuwangi  dan  menurut  pengakuan  Pemohon,

Termohon pulang ke rumah orang tuanya 

Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  segala  yang  tercatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  pemohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon  tidak  datang  menghadap  di

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut

disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  sah,  oleh  karena  itu  pemohonan  tersebut

diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan; 

Dalam Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan

Pemohon  adalah  sejak  bulan  Mei  2023  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran hingga berpisah tempat tingal;

Analisis Pembuktian 

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasal  283  R.Bg  jo.  Pasal  1685  KUH

Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 

Menimbang,  bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian

yang  didalilkan  oleh  Pemohon,  maka  terlebih  dahulu  Pemohon  harus

membuktikan dalilnya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat

dibuktikan dengan akta otentik,  yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan

bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita permohonannya pada poin

(1)  Pemohon  mendalilkan  bahwa  perkawinannya  tersebut  tercatat,  maka

Pemohon harus membuktikannya dengan Akta Nikah.
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Menimbang,  bahwa oleh  karena satu-satunya pejabat  yang berwenang

untuk  membuat  Akta  Nikah  adalah  Kepala  Kantor  Urusan  Agama,  maka  oleh

karena  bukti  surat  yang  diajukan  oleh  Pemohon tersebut  adalah  Kutipan  Akta

Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama in casu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, maka bukti tersebut telah memenuhi

syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  Kutipan  Akta  Nikah  Pemohon  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285

R.Bg jo.  Pasal  1870 KUH Perdata,  membuktikan bahwa  antara Pemohon dan

Termohon telah terikat perkawinan yang sah; 

Menimbang,  bahwa setelah membaca dalil-dalil  permohonan Pemohon,

permohonan  Pemohon  untuk  bercerai  dengan  Termohon  disandarkan  kepada

alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

(f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  permohonan  Pemohon  harus  dinyatakan  sebagai

permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya

telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  Pemohon  adalah

permohonan yang berdasar hukum dan oleh karena Termohon ternyata tidak hadir

di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut,  maka berdasarkan Pasal  149 R.Bg.,  seharusnya permohonan Pemohon

dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu

kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang

tunduk pada peraturan hukum khusus  lex specialis  serta  perkawinan bukanlah

akad biasa yang mempunyai dampak secara luas, maka Pemohon tetap dibebani

pembuktian;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ternyata  dalil  permohonan  Pemohon

untuk  bercerai  dengan  Termohon  disandarkan  kepada  alasan  perceraian

sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang
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harus  dibuktikan  oleh  Pemohon  adalah  fakta  bahwa  antara  Pemohon  dan

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang,  bahwa saksi  1  dan  saksi  2  telah  memenuhi  syarat  formil

sebagai saksi serta keterangan saksi tersebut sepanjang telah terjadi perpisahan

tempat  tinggal  antara  Pemohon  dan  Termohon  akibat  dari  perselisihan  dan

pertengkaran sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg telah

memenuhi  syarat  meteril  sebagai  saksi  sehingga keterangan para  saksi  dapat

dipertimbangan;

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan

fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri 

2. Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak

3. Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023;

Petitum Perceraian 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,  Bahwa  sudah  menjadi  pengetahuan  umum  (notoir  feiten)

pertengkaran antara suami-isteri  dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan

lumrah terjadi,  dan hampir  tidak  ada pasangan suami-isteri  yang tidak  pernah

bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua

pertengkaran  suami-isteri  dapat  menjadi  alasan  perceraian,  melainkan

pertengkaran  yang  dibenarkan  oleh  hukum  untuk  menjadi  alasan  perceraian

hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus

menerus”,  dan  unsur  “tidak  ada  harapan  untuk  rukun  kembali”.  Hal  ini

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dengan demikian, maka selanjutnya  Majelis Hakim harus menilai

mengenai kualitas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu apakah

pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.
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Menimbang,  bahwa oleh karena kedua orang saksi  menyaksikan sendiri

bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal  sejak bulan Mei

tahun 2023 atau sekurang-kurangnya 8 bulan lamanya sampai tahap persidangan

ini,  maka  telah  terbukti  bahwa  akibat  pertengkaran  tersebut,  Pemohon  dan

Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Bahwa  Majelis Hakim berpendapat perpisahan tempat tinggal merupakan

salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh

salah  satu  pihak,  yaitu  dengan  cara  memisahkan  diri  dari  pasangan,  artinya

pertengkaran  antara  suami-isteri  tidak  hanya  dapat  dilihat  dari  pertengkaran

fisik/cekcok  mulut  saja,  melainkan  perpisahan  tempat  tinggal,  juga  merupakan

salah  satu  bentuk  pertengkaran  dalam  rumah  tangga,  sehingga  terjadinya

pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu

pihak  (suami  atau  isteri)  memisahkan  diri  dari  pasangannya,  maka  sepanjang

perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-

isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan

tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ini masih terus berlangsung sampai

sekarang, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini  telah terbukti

memenuhi unsur “secara terus menerus”.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  kedua  orang  saksi  yang

menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah dihubungkan

pula  dengan  kenyataan  gagalnya  upaya  Majelis  Hakim menasehati  Pemohon,

maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur

“tidak ada harapan untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut di atas,

maka dapat dipersangkakan oleh Majelis Hakim bahwa tidak mungkin seorang

suami  istri  berpisah  tempat  tinggal setelah  dilakukan  upaya  damai  oleh

keluarga/orang terdekat jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh

satu perselisihan yang terjadi berkelanjutan, sehingga dengan pisah tempat antara

Pemohon dan Termohon tersebut mengindikasikan perselisihan dan pertengkaran

Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus, dan penilaian Majelis
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Hakim  ini  merupakan  suatu  persangkaan  Hakim  (rectelijke  vermoeden)

berdasarkan Pasal 1922 KUHperdata jo. Pasal 310 R.Bg.;

Menimbang,  Bahwa  sebagaimana  maksud  Surat  Edaran  Mahkamah

Agung Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama, sebagai berikut:

1. Perkara  perceraian  dengan  alasan  suami  /  istri  tidak  melaksanakan

kewajiban nafkah lahir  dan/atau batin,  hanya dapat  dikabulkan jika terbukti

suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas)

bulan; atau 

2. Perkara  perceraian  dengan  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

terus  menerus  dapat  dikabulkan  jika  terbukti  suami/  istri  berselisih  dan

bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6

(enam) bulan.

Menimbang,  bahwa  dengan  fakta  hukum  yang  terungkap  dan

dihubungkan dengan norma hukum di atas, majelis berpendapat rumah tangga

Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perpisahan tempat tinggal sekurang-

kurangnya selama 8 (delapan) bylan dan selama itu pulan antara Penggugat dan

Tergugat  tidak  lagi  menjalankan  kewajiban  masing-masing  sehingga  menurut

majelis norma hukum di atas telah terpenuhi.

Menimbang,  Bahwa  melihat  fakta  bahwa  Termohon  tidak  hadir  atau

menyuruh wakilnya yang sah merupakan suatu indikasi  bahwa Termohon tidak

ada  niat  untuk  kembali  rukun  dengan  Pemohon  selain  hal  tersebut  bahwa

ketetapan  hati  Pemohon  untuk  bercerai  dengan  Termohon  serta  upaya

penasehatan  hakim  yang  tidak  berhasil  juga  merupakan  indikasi  kuat  akan

keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan kondisi  rumah tangga yang demikian apabila

dipaksakan  untuk  diteruskan,  maka  akan  membawa  mafsadat  lebih  besar

daripada maslahatnya perpisah yang terjadi sejak sekian lama itu adalah sebuah

persoalan yang harus dicarikan jalan keluar terlebih status hukum dan kepastian

hukum keduanya harus diutamakan, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah

fiqh yang berbunyi:

Artinya:  Menolak  kemafsadatan  lebih  didahulukan  daripada  menarik
kemaslahatan.
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Menimbang,  bahwa dengan  terbuktinya  fakta  bahwa  “antara  Pemohon

dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit  untuk

dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Pemohon perihal penyebab pertengkaran itu

tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon, karena terbukti atau tidak terbuktinya

fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi  fakta yang

telah terbukti bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara

terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”,. sehingga Majelis Hakim

berpendapat  bahwa dalil  Pemohon mengenai  penyebab pertengkaran  itu  tidak

relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan

Menimbang,  bahwa  atas  dasar  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  jo.  Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi  Hukum  Islam  sehingga  permohonan  Pemohon  tersebut  dapat

dikabulkan dengan verstek dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Biaya perkara

 Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
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3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Soasio;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp716.000,00,- (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah  Majelis Hakim Pengadilan Agama

Soasio pada  hari  Kamis  tanggal  1  Februari  2024  Masehi  bertepatan  dengan

tanggal  20  Rajab  1445  Hijriah  oleh  Zahra  Hanafi,  S.H.I.  M.H sebagai  Ketua

Majelis,  Hasanuddin, S.Sy.M.H dan Choirul  Isnan, S.H, masing-masing sebagai

Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam  sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

dibantu oleh  Salmawati Mulaitjim, S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H
Hakim Anggota 

CHOIRUL ISNAN, S.H

Hakim Anggota 

HASANUDDIN, S.Sy., M.H
Panitera Sidang,

SALMAWATI MULAITJIM, S.H
Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
-  Proses : Rp 100.000,00
-  Panggilan : Rp 600.000,00
-  PNBP : Rp 20.000,00
-  Redaksi : Rp 10.000,00
-  Meterai : Rp              10.000,00  
J u m l a h : Rp 710.000,00
(Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11


